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menjadi sumbangsih besar dalam ranah akademis dan kajian hukum dan semoga
mendatangkan manfaat untuk perjuangan masyarakat adat.

Suami Tercinta

Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk suami peneliti, yang telah
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RINGKASAN

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi
masyarakat adat di Indonesia, yang pada dasarnya telah ada sebelum Indonesia merdeka dan
merupakan bangsa pelopor dengan keanekaragaman budaya yang menghiasi Indonesia
sehingga lahir dasar negara berupa istilah Bhineka Tunggal Ika. Pengakuan masyarakat adat
secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 yang
mensyaratkan identifikasi masyarakat adat menggunakan 5 parameter yang secara kumulatif
wajib dipenuhi, yakni: wilayah adat, Sejarah, hukum adat, kelembagaan adat, dan benda-benda
adat/pusaka. Di Kalimantan Selatan sendiri, dari ratus komunitas masyarakat adat yang tersebar
di sepanjang Pegunungan Meratus, hanya ada 5 komunitas yang telah mendapatkan penetapan
pengakuan masyarakat adat. Angka ini tentunya masih sangat jauh dari angka yang diharapkan.
Dengan adanya pengakuan, negara dapat melindungi masyarakat adat dengan lebih kuat karena
telah memiliki legalitas secara sah dari pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, yang berlokasi di 3 kabupaten/kota,
yakni Kab. HST, Kab. Balangan, dan Kota Banjarbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan
adalah jenis data primer dan sekunder, yang mana data primer didapatkan melalui wawancara
secara mendalam kepada orang-orang yang sengaja dipilih berdasarkan kapasitasnya.
Sedangkan data sekunder bersumber kepada peraturan perundang-undangan dan sumber
literatur.

Pengakuan komunitas masyarakat adat dapat dilakukan jika pada suatu Kabupaten/Kota telah
memiliki Perda tentang Masyarakat Adat, yang kemudian dibentuk Tim Panitia Masyarakat
Hukum Adat melalui Surat Keputusan yang terdiri dari beberapa unsur lembaga pemerintahan
yang akan melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat, kemudian akan melaporkan
hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada kepala daerah Kabupaten/Kota untuk
dikeluarkan pengakuan masyarakata dat dalam bentuk Surat Keputusan atau Perda Penetapan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, untuk mendapatkan pengakuan pada komunitas
masyarakat adat, masyarakat adat harus memenuhi 5 (lima) syarat, diantaranya: sejarah,
wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan benda pustaka/bersejarah. Syarat-syarat ini
harus diidentifikasi dan diverifikasi oleh Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan
prosedur sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan proses
untuk penetapan pengakuan masyarakat adat, hutan adat, dan desa adat yang lama, berjenjang
dan berlapis pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Masyarakat adat di Kalimantan Selatan diakui melalui SK Bupati setelah adanya Perda
Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, yang diawali dengan proses
pembentukan tim panitia Masyarakat Hukum Adat untuk mengidentifikasi, melakukan



verifikasi serta validasi terhadap komunitas masyarakat adat yang akan diakui. Sejauh ini, di
Kalimantan Selatan hanya 5 (lima) komunitas masyarakat adat yang diakui dari 146 komunitas
masyarakat adat yang terdata oleh AMAN Wilayah Kalimantan Selatan (2025), diantaranya: 1
(satu) komunitas di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Masyarakat Adat Timanggung Anggut,
serta 4 (empat) komunitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni: Karukunan Balai Adat
Datung Makar; Karukunan Balai Adat Datu Kandangan; Karukunan Balai Adat Datu
Kandangan; Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin; dan Balai Bayumbung.
Masyarakat adat di Pegunungan Meratus melakukan penolakan terhadap rencana Taman
Nasional di Pegunungan Meratus dengan alasan bahwa masyarakat adat tidak mau terusir dari
tanah luluhnya yang telah mereka jaga secara turun temurun, sehingga tuntutan yang diberikan
adalah konservasi alam berbasis pengakuan masyarakat adat karena selama ini masyarakat adat
telah melakukan konservasi alam dengan kearifan lokalnya sendiri, dan hal tersebut terbukti
dari masih lestarinya alam yang ditempati oleh masyarakat adat. Setelah aksi tersebut dilakukan
pada tanggal 15 Agustus 2025, pada hari itu juga Gubernur bersurat ke seluruh Kepala Daerah
Kabupaten di Kalimantan Selatan dalam hal Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat di
masing-masing daerah. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum membuahkan hasil karena
pasca dikeluarkannya surat tersebut, belum ada komunitas masyarakat adat baru yang diakui
oleh Kepala Daerah Kabupaten. Peneliti percaya antara pembangunan dan pemenuhan hak
masyarakat adat dapat berjalan dengan seimbang jika prinsip-prinsip hak asasi manusia benar-
benar diterapkan.
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ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak Meratus telah lama mendiami Pegunungan Meratus dengan tradisi-
tradisinya yang menjaga kelestarian hutan. Namun, pengakuan formal dari pemerintah
terhadap masyarakat adat masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah
kesesuaian aturan pengakuan masyarakat adat dengan prinsip hak asasi manusia serta
memetakan proses pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Selatan, khususnya pada wilayah
yang diproyeksikan sebagai taman nasional. Metode penelitian dilakukan dengan studi
literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat masih lambat dan belum
menyeluruh, sehingga kedudukan mereka rentan terhadap kebijakan alih fungsi hutan.
Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya percepatan pengakuan masyarakat adat agar hak-
hak mereka terlindungi, serta penerapan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) dalam
setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Pengakuan, Hak Asasi Manusia, Taman Nasional, Meratus
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ABSTRACT

The Dayak Meratus indigenous people have long lived in the Meratus Mountains with their
traditions of preserving forests. However, formal government recognition of indigenous peoples
is still very limited. This research aims to examine the conformity of the rules for recognizing
indigenous peoples with human rights principles and to map the process of recognizing
indigenous peoples in South Kalimantan, especially in areas projected as national parks. The
research method was carried out using literature studies, regulatory analysis, and interviews
with traditional leaders and civil society organizations. The research results show that
recognition of indigenous communities is still slow and not comprehensive, so their position is
vulnerable to forest conversion policies. The research conclusions emphasize the need to
accelerate the recognition of indigenous peoples so that their rights are protected, as well as
the application of the principle of Free and Prior Informed Consent (FPIC) in every policy
concerning customary territories.

Keywords: Indigenous Peoples, Recognition, Human Rights, National Park, Meratus
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